PENGARUH KEBERHASILAN PENGAWASAN MELEKAT
TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

IImu Administrasi Negara

Diajuakan Oleh :

DIAN ANGGRAINI
NIM. 07011281320027

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGARUH KEBERHASILAN PENGAWASAN MELEKAT
TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DIAN ANGGRAINI
07011281320027

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I W
Dr, Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

il



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Keberhasilan Pengawasan Melekat terhadap Kedisiplinan
Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 Februari 2018.

Palembang, 22 Februari 2018

Ketua:

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001
Anggota:

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

3. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Mengetahui:

Dekan FISIP Ketua Jurusan Administrasi Negara,

%

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 196311061990031001 NIP. 197805122002121003




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa

dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)

Dengan Rahmat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1.

gk own

Kedua Orang Tuaku yang aku cintali,
Ayah Bahrum Syah Alam, S.IP dan
Ibu Zalnapuri, S.Pd.I

Adikku Diandra

Seluruh Keluargaku
Sahabat-sahabatku

Almamater kebanggaanku



ABSTRAK

Kedisiplinan seorang pegawai akan selalu berpengaruh terhadap hasil kinerjanya
sehingga setiap pegawai selalu dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tingkat
ketidakdisiplinan pegawai ditandai dengan tingkat ketidakhadiran pegawai dan pelaksanaan
pengawasan melekat yang tidak ditindak lanjut secara tepat sehingga berpotensi menjadi
penghambat tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh keberhasilan pengawasan melekat terhadap kedisiplinan pegawai di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini berjudul
“Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Kedisiplinan Pegawai di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan™. Penelitian ini menggunakan konsep
Hasibuan (2009: 194). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. VVariabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan pengawasan melekat
dan variabel indpenden penelitian ini adalah kedisiplinan pegawai. Responden dalam
penelitian ini adalah pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yang berjumlah 77 orang. Teknik pengambilan data meliputi kuesioner
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan
melekat berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan pegawai di Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa
terbukti keberhasilan pengawasan melekat berpengaruh terhadap kedisiplinan pegawai maka
disarankan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
untuk meningkatkan pengawasan melekat dan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan
pegawai.

Kata Kunci : Pengawasan, Melekat, Kedisiplinan, Pegawai, Sekretariat, Kebijakan



ABSTRACT

The discipline of an employee will always affect the performance results so that every
employee is always required to have high discipline. The degree of indiscipline of employees
is marked by the level of absenteeism and the implementation of built-in control that is not
followed up properly so that potentially becomes an obstacle to the achievement of
organizational goals. This study aims to determine the influence of the success of supervision
attached to the discipline of employees in the Secretariat of the Regional House of
Representatives of South Sumatra Province. This research entitled "The Influence of built-
in control on Employee Discipline in the Secretariat of the Regional House of
Representatives of South Sumatra Province”. This research uses Hasibuan concept (2009:
194). The method used in this research is quantitative descriptive method. The dependent
variable in this research is the success of the inherent supervision and the independent
variables of this research is the discipline of the employees. Respondents in this study are
employees in the Secretariat of the Regional House of Representatives of South Sumatra
Province amounting to 77 respondents. Data collection techniques include questionnaires
and documentation. The results of this study indicate that the success of inherent supervision
significantly affect the discipline of employees in the Secretariat of the Regional
Representative Council of South Sumatra Province. This study proves that the
performanceof built-in control affects employee discipline, it is advisable for the Secretariat
of the Regional House of Representatives of South Sumatra Province to increase inherent
supervision and to further improve employee discipline.

Keywords: Built-in, Control, Discipline, Employee, Secertariat, Policy
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedisiplinan merupakan sikap dari seseorang yang menunjukkan sikap menghargai,
menghormati, mematuhi, dan mentaati setiap peraturan yang berlaku, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis. Kedisiplinan seorang pegawai pada suatu instansi bertujuan untuk
menertibkan setiap pegawai agar memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Kedisiplinan
sangat penting bagi setiap pegawai di suatu instansi pemerintah karena kedisiplinan seorang
pegawai akan berpengaruh terhadap hasil kinerjanya sehingga setiap pegawai dituntut untuk

memiliki disiplin kerja yang tinggi.

Kedisiplinan bagi seorang pegawai bertujuan untuk (1) agar pegawai menaati segala
peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang
berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen dengan
baik, (2) pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu
memberikan hasil kinerja yang maksimum kepada instansi sesuai dengan bidang pekerjaan
yang diberikan kepadanya, (3) pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan
prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang
hasil kerja yang lebih maksimal, (4) pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai
dengan norma-norma yang berlaku pada organisasi, (5) pegawai mampu menghasilkan
produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang.

Dasar hukum yang dimiliki dalam mengatur kedisiplinan seorang pegawai meliputi:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana pada

Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 23 berisi

tentang :

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Wajib :

a.

Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah

. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan

kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan

. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber : (http://www.jdhin.bphn.go.id/data/documents/14uu005.pdf, diakses pada

tanggal 15 November 2017 Pukul 16.15 WIB)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang

mana pada BAB Il terdapat Kewjiban dan Larangan seorang pegawai pada pasal 3 yang

berisi :

Setiap PNS Wajib :

a.

b.

Mengucapkan sumpah atau janji PNS

Mengucapkan sumpah atau janji jabatan


http://www.jdhin.bphn.go.id/data/documents/14uu005.pdf

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonseia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

d. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

e. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS

f. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau
golongan

g. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan

h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara

i. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan dan materil

J. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

I. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya

m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

n. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

0. Memberikan kesempatan kapada bawahan untuk mengembangkan karier, dan

p. Menaati peraturan kedinasan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang

Sumber: (http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PP%20N0.53%20TH%202010.pdf

diakses pada tanggal 15 November 2017 Pukul 16.15 WIB)


http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PP%20No.53%20TH%202010.pdf

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil terdapat mengenai aturan pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang
berisi:

a. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonseia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

b) Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja

c) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja

d) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

e) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan
atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

f) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

g) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

h) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit

kerja



i) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

1) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja alasan yang sah selama 5 (lima)
hari kerja

2) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja

3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja

J) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

k) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

I) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan
dengan tidak sengaja

m)menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonseia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan

b) Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan

c) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada instansi yang bersangkutan



d) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

e) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan
atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan

f) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan

g) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

h) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan

i) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh)
hari kerja

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua
puluh lima) hari kerja

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai 30

(tiga puluh) hari kerja



J) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja
pada akhir tahun hanya mencapai 25 persen (dua puluh lima persen) samapai 50
persen (lima puluh persen)

k) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

I) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

m)membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan
dengan tidak sengaja

n) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila
dilakukan dengan sengaja

0) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonseia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau
negara

b) Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan atau negara

c) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan atau negara

d) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara



e) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan
atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau
negara

f) Memgang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirhasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau
negara

g) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara

h) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan atau negara

i) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35
(tiga puluh lima) hari kerja

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam)
sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja

3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari
kerja

4) Pemberhentian dengan homat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih



J) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja
pada akhir tahun hanya mencapai 25 persen (dua puluh lima persen)

k) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara

I) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

m)menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara

sumber :

(http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/pns/PerkaBKN21-2010KetentuanPelaksanaan.pdf,
diakses pada tanggal 15 November 2016 Pukul 16.40 WIB)

Kedisiplinan seorang pegawai menjadi rendah diakibatkan karena beberapa faktor,
diantaranya pegawai datang hanya absen fingerprint saja karena jika tidak mengabsen
gajinya akan dipotong sesuai dengan durasi keterlambatannya, selain itu kamera cctv tidak
diletakkan pada setiap ruangan sehingga pegawai bebas keluar masuk tanpa adanya teguran
ataupun larangan, selain itu dari cara berpakaian seorang pegawai tidak menunjukkan
kedisiplinan, karena pada sebagian besar pegawai laki-laki dalam hal berapakaian tidak
memasukkan bajunya sehingga terlihat kurang rapi, sedangkan sebagian besar pegawai
perempuan cenderung sering tidak memakai sepatu pantofel seperti yang seharusnya
melainkan memakai sendal jepit, dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
setiap harinya diaadakan apel tiga puluh menit sebelum jam kerja, dimulai pada pukul 07.30,
kenyataannya pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan hanya beberapa saja
yang mengikuti apel tersebut, ada beberapa pegawai yang memang sengaja tidak mengikuti
apel dan menunggu di ruangan saja padahal pegawai tersebut tidak ada kepentingan yang

mengharuskan tidak mengikuti apel pagi, ada beberapa pegawai juga yang memang belum


http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/pns/PerkaBKN21-2010KetentuanPelaksanaan.pdf
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datang pada jam tersebut, namun pada kenyataannya laporan yang dilaporkan kepada
Sekretaris DPRD pada waktu apel tidak ada yang belum hadir, dan laporan tersebut berulang
pada setiap apel pagi walaupun pegawainya belum berada di tempat. Kecuali, jika memang
pegawainya telah mengkonfirmasi bahwa berhalangan hadir. Berdasarkan fenomena tersebut
menunjukkan bahwa kurangnya rasa disiplin yang dimiliki oleh setiap individu pegawai

terhadap peraturan kantor.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai pimpinan tertinggi pada
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pernah memergoki pegawainya yang masih
berpakaian baju tidur datang ke kantor untuk melakukan absen fingerprint, ketika Sekretaris
DPRD bertanya terhadap pegawai tersebut, pegawainya menjawab karena setelah absen
pegawai tersebut akan pergi ke pasar untuk berbelanja, jawaban pegawai tersebut
menunjukkan bahwa pegawai tersebut memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, sehingga
perlunya pengawasan yang lebih baik agar setiap pegawai memiliki rasa disiplin kerja yang
tinggi.

Berikut ini merupakan rekapitulasi absen pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan Periode September — Oktober 2016 (55 hari kerja), diantaranya :

Tabel 1. Rekapitulasi Absen Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Periode September — Oktober 2016 (55 hari kerja)

No. Jabatan Keterlambatan < 1 Keterla_mbatan Pglang Tida_k
Jam > 1 jam lebih awal | Hadir
1. | Sekretaris DPRD 7 6 10 0
Provinsi Sumatera
Selatan
2. | Kepala Bagian Umum 14 7 14 0
3. | Kepala Sub Bagian 17 17 7 17
Tata Usaha
4. | Staf Bagian Tata Usaha 18 14 16 2
5. | Staf Bagian Tata Usaha 18 14 12 3
6. | Staf Bagian Tata Usaha 18 17 12 4
7. | Staf Bagian Tata Usaha 17 16 17 3
8. | Staf Bagian Tata Usaha 24 16 20 3
9. | Staf Bagian Tata Usaha 20 20 20 20
10. | Staf Bagian Tata Usaha 10 9 10 1




11

No Jabatan Keterlambatan Keterla_mbatan Pylang Tida_k
' <1Jam > 1 jam lebih awal | Hadir
11. | Staf Bagian Tata Usaha 10 8 13 3
12. | Staf Bagian Tata Usaha 16 12 13 5
13. | Staf Bagian Tata Usaha 34 16 26 4
14. | Staf Bagian Tata Usaha 23 19 21 4
15. | Staf Bagian Tata Usaha 11 16 5 5
16. | Staf Bagian Tata Usaha 23 24 15 2
17. | Kepala Sub Bagian 14 20 10 4
Perlengkapan
18. | Staf Bagian Perlengkapan 22 16 19 1
19. | Staf Bagian Perlengkapan 25 15 21 2
20. | Staf Bagian Perlengkapan 13 10 18 2
21. | Staf Bagian Perlengkapan 25 14 22 2
22. | Staf Bagian Perlengkapan 18 18 18 18
23. | Staf Bagian Perlengkapan 20 20 14 3
24. | Staf Bagian Perlengkapan 14 14 14 14
25. | Staf Bagian Perlengkapan 18 20 24 5
26. | Staf Bagian Perlengkapan 18 18 14 7
27. | Staf Bagian Perlengkapan 22 15 15 4
28. | Staf Bagian Perlengkapan 24 13 16 4
29. | Staf Bagian Perlengkapan 14 13 22 4
30. | Kepala Sub Bagian Rumah 13 13 13 13
Tangga
31. | Staf Bagian Rumah Tangga 20 17 13 4
32. | Staf Bagian Rumah Tangga 21 9 16 3
33. | Staf Bagian Rumah Tangga 14 14 13 7
34. | Staf Bagian Rumah Tangga 16 11 9 7
35. | Staf Bagian Rumah Tangga 20 16 16 6
36. | Staf Bagian Rumah Tangga 20 20 24 2
37. | Kepala Bagian Keuangan 17 16 12 0
38. | Kepala Sub Bagian 18 19 14 2
Perbendaharaan
39. | Staf Bagian Perbendaharaan 15 24 18 0
40. | Staf Bagian Perbendaharaan 22 16 26 4
41. | Staf Bagian Perbendaharaan 22 11 13 6
42. | Kepala Sub Bagian 12 10 17 3
Anggaran
43. | Staf Bagian Anggaran 18 17 12 3
44. | Staf Bagian Anggaran 17 16 17 2
45. | Kepala Sub Bagian 22 16 20 0
Verifikasi
46. | Staf Bagian Verifikasi 20 22 23 1
47. | Staf Bagian Verifikasi 11 15 18 1
48. | Kepala Bagia Persidangan 13 7 8 4
dan Legislasi
49. | Kepala Sub Bagian 12 7 8 1
Persidangan
50. | Staf Bagian Persidangan 12 13 14 4




No Jabatan Keterlambatan Keterla_mbatan Pylang Tida_k
' <1Jam > 1 jam lebih awal | Hadir

51. | Staf Bagian Persidangan 20 17 22 10

52. | Staf Bagian Persidangan 25 21 20 17

53. | Staf Bagian Persidangan 24 15 8 2

54. | Staf Bagian Persidangan 12 22 16 2

55. | Staf Bagian Persidangan 25 18 18 3

56. | Staf Bagian Persidangan 23 21 19 1

57. | Staf Bagian Persidangan 23 29 19 2

58. | Staf Bagian Persidangan 14 15 16 6

59. | Staf Bagian Persidangan 19 17 24 2

60. | Staf Bagian Persidangan 20 13 10 3

61. | Staf Bagian Persidangan 29 18 12 3

62. | Staf Bagian Persidangan 24 18 13 3

63. | Staf Bagian Persidangan 18 11 13 4

64. | Staf Bagian Persidangan 19 8 12 3

65. | Staf Bagian Persidangan 9 9 14 3

66. | Staf Bagian Persidangan 29 15 23 11

67. | Staf Bagian Persidangan 24 19 25 13

68. | Kepala Sub Bagian Risalah 12 15 11 0

69 | Staf Bagian risalah 19 23 19 1

70. | Staf Bagian risalah 22 20 22 1

71. | Staf Bagian risalah 18 21 11 3

72. | Staf Bagian risalah 17 25 12 3

73. | Kepala Sub Bagian Hukum 10 12 12 2
dan Legislasi

74. | Staf Bagian Hukum dan 13 15 13 5
Legislasi

75. | Staf Bagian Hukum dan 10 10 18 2
Legislasi

76. | Staf Bagian Hukum dan 13 7 21 5
Legislasi

77. | Staf Bagian Hukum dan 34 16 23 12
Legislasi

78. | Kepala Bagian Humas dan 25 15 24 16
Protokol

79. | Kepala Sub Bagian Humas 6 9 14 4
dan Protokol

80 | Staf Bagian Protokol dan 24 23 25 1
Hubungan Antar Lembaga

81 | Staf Bagian Protokol dan 25 19 14 2
Hubungan Antar Lembaga

82. | Staf Bagian Protokol dan 27 21 13 1
Hubungan Antar Lembaga

83. | Staf Bagian Protokol dan 28 14 13 3
Hubungan Antar Lembaga

84. | Staf Bagian Protokol dan 16 15 9 0

Hubungan Antar Lembaga
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No.

Jabatan

Keterlambatan
<1Jam

Keterlambatan
> 1 jam

Pulang
lebih
awal

Tidak
Hadir

85.

Kepala Sub Bagian
Informasi, Dokumentasi
dan Perpustakaan

18

13

14

86.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

15

19

15

87.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

18

17

18

88.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

16

10

23

89.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

25

22

29

90.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

14

14

10

91.

Staf Bagian Informasi,
Dokumentasi dan
Perpustakaan

24

11

13

92.

Kepala Sub Bagian
Aspirasi Masyarakat

30

13

10

93.

Staf Bagian Aspirasi dan
Masyarakat

13

15

19

94.

Staf Bagian Aspirasi dan
Masyarakat

15

20

28

10

Sumber : (Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)

Berdasarkan tabel 1, maka dapat dilihat bahwa kedisiplinan kehadiran pegawai masih

banyak yang mengabaikan ketepatan waktu. Kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kualitas seorang pegawai, karena disiplin harus ditanamkan secara terus-

menerus agar disiplin menjadi kebiasaan bagi setiap pegawai. Disiplin merupakan suatu

proses latihan dan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam bertindak, berpikir, serta

bekerja secara aktif dan kreatif.

Menurut pasal (5) UU No. 43 tahun 1999, “Setiap Pegawai Negeri wajib menaati

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pimpinan mempunyai peran yang

sangat penting karena peranan pemimpin sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan
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dalam mencapai tujuan. Pengawasan merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan untuk
mengawasi pegawainya dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dengan cara
melakukan pengawasan, pimpinan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan nyata dari setiap
aspek dan permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan organisasi serta bila terjadi
penyimpangan dari aturan yang ada. Jadi setiap penyimpangan dapat segera langsung

dilakukan perbaikan dan tindakan seperlunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas seorang pemimpin adalah mengawasi setiap pegawai yang ada di lingkup
organisasinya, baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun faktor-faktor yang ada
dalam diri individu pegawai yang menyebabkan pegawai tersebut giat dan memiliki disiplin
tinggi dalam bekerja. Pelaksanaan kegiatan suatu organisasi tanpa adanya pengawasan dapat
mengakibatkan disiplin kerja menurun dan akan berpengaruh langsung pada kegiatan lain,
sehingga dapat menurunkan hasil kinerja yang akan dihasilkan, sehingga dibutuhkan suatu
sistem pengawasan yang efektif agar dapat menghasilkan dampak yang positif untuk

perkembangan organisasi tersebut.

Melihat pentingnya pengaruh pengawasan pimpinan dalam kedisiplinan pegawai maka
kedisiplinan pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga, pegawai merupakan
ujung tombak pemerintahan dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk
menghasilkan kinerja yang terbaik. Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keberhasilan Pengawasan

Melekat Terhadap Kedisiplinan Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang mengenai pentingnya pengawasan melekat

terhadap kedisiplinan pegawai, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah
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ada pengaruh keberhasilan pengawasan melekat terhadap kedisiplinan pegawai di

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberhasilan
pengawasan melekat oleh Sekretaris DPRD Provinsi terhadap kedisiplinan pegawai di

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah kontribusi bagi pengembangan ilmu
pemerintahan serta dapat dijadikan literatur bagi pembaca sebagai bahan informasi untuk
penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pegawai, dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membantu peningkatan
kedisiplinan pegawai secara baik. Sementara bagi Sekretaris DPRD Provinsi, dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya memberikan pengawasan untuk

meningkatkan kedisiplinan pegawai.
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